



HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Pengaturan Persyaratan Khusus Pemberian Pembebasan Bersyarat 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Terhadap 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat 
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditetapkan 




1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang 
4. Peraturan Pemerintah 
5. Peraturan Presiden 
6. Peraturan Daerah Provinsi 
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
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Aziz Syamsuddin, Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2013, hlm 6. 
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Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang 
dibentuk oleh Presiden dan berfungsi untuk menyelenggarakan ketentuan 
dalam Undang-Undang baik yang secara tegas-tegas maupun secara tidak 
tegas menyebutnya. Oleh karena itu materi muatan Peraturan Pemerintah 
adalah keseluruhan materi muatan Undang-Undang yang dilimpahkan 
kepadanya, atau dapat dikatakan bahwa materi muatan Peraturan 
Pemerintah adalah sama seperti materi muatan Undang-undang namun 
sebatas yang dilimpahkan kepadanya.
41
  
Peraturan Pemerintah dibutuhkan untuk mengatur lebih lanjut hal-
hal yang masih secara umum diatur dalam suatu Undang-Undang. Dalam 
suatu Undang- Undang apabila ada suatu aturan atau ketentuan yang 
memerlukan pelaksanaan pengaturan yang lebih lanjut dan pengaturan itu 
dikehendaki dengan Peraturan Pemerintah, maka dinyatakan dengan tegas 
bahwa pelaksanaan pengaturan lebih lanjut tersebut dilakukan dengan 
Peraturan Pemerintah. Jadi materi-materi yang oleh Undang-undang telah 
ditentukan harus dilaksanakan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, 
dalam hal ini Pemerintah mempunyai kewajiban harus melaksanakannya.
42
 
Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
dibentuk dalam rangka mengganti secara keseluruhan sistem 
pemasyarakatan yang sebelumnya peraturan perundang-undangan di 
Indonesia masih menggunakan sistem kepenjaraan.
43
 Di dalam Undang-
Undang Pemasyarakatan selain mengatur mengenai sistem 
                                                             
41 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 1 , Kanisius, Yogyakarta, 2007 hlm 
244. 
42 Soehino, Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan, Liberty, Yogyakarta, 2008 
Hlm 34. 
43 Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 125. 
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pemasyarakatan, undang-undang ini juga mengatur tentang hak-hak 
narapidana. 
Dalam rangka pelaksanaan peraturan dalam UU Pemasyarakatan 
maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 
32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 
Pemasyarakatan. Selanjutnya PP No. 32 Tahun 1999 mengalami 
perubahan melalui Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 yang 
mengatur tentang syarat-syarat dan tata pelaksanaan hak warga binaan 
pemasyarakatan. Perubahan ini diadakan karena hak-hak narapidana 
seperti pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan 
bersyarat perlu ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan perkembangan 
hukum dan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat. Pemerintah 
lebih memperketat syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat. 
Peraturan Pemerintah dari UU Pemasyarakatan kembali mengalami 
perubahan yaitu melalui Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012. Pada 
PP No. 99 Tahun 2012 semakin memperketat syarat-syarat pembebasan 
bersyarat untuk narapidana tindak pidana khusus yang termasuk di 
dalamnya tindak pidana korupsi. Berbeda dengan PP No. 28 Tahun 2006, 
di dalam konsideran menimbang PP No. 99 Tahun 2012 disebutkan secara 
langsung tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana luar biasa 
yang dalam pemberian hak-hak narapidananya (seperti hak untuk 
mendapatkan pembebasan) perlu diperketat lagi. Sehingga selain sebagai 
peraturan pelaksana dari UU Pemasyarakatan, PP No. 99 Tahun 2012 juga 
berkedudukan untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata 
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cara pelaksanaan hak-hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang 
Pemasyarakatan. 
Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan 
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak berlaku 
surut atau disebut dengan non-retroaktif.
44
 Asas non-retroaktif diatur 
dalam dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945:  
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, 
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak 
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apapun”. 
Di dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) 
KUHP yaitu:  
“tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan 
ketentuan pidana dalam undang-undangyang ada terdahulu 
daripada perbuatan itu” 
 
Tidak berlaku surutnya PP No. 99 Tahun 2012 berarti bahwa 
peraturan pemerintah ini berlaku terhadap narapidana yang 
putusannya berkekuatan hukum tetap setelah tanggal diberlakukannya 
peraturan pemerintah ini yaitu tanggal 12 November 2012. Sedangkan 
terhadap narapidana yang perkaranya sudah inkracht sebelum tanggal 
tersebut, pelaksanaan pemberian haknya tetap dengan menggunakan 
PP No. 28 Tahun 2006.  
                                                             
44 Pakde Kartono, Saat Denny Indrayana Menjilat Ludah Tentang PP No. 99 Tahun 2012 
(online), http://kompasiana.com/post/read/573283/1/ saat-denny-indrayana-menjilat-ludah-
tentang-pp-no-99-tahun-2012.html (diakses pada 25 Maret 2015) 
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2. Pengaturan Persyaratan Khusus Pemberian Pembebasan Bersyarat 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan. 
Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yang 
harus dihormati. Melalui Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 
yang mengatur secara khusus tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa 
terdapat 13 (tiga belas) hak yang dapat diperoleh narapidana. Ketiga belas 
hak tersebut antara lain:  
- Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya 
- Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani 
- Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 
- Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 
- Menyampaikan keluhan 
- Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
lainnya yang tidak dilarang 
- Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 
- Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang 
tertentu lainnya 
- Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 
- Mendapatkan pembebasan bersyarat 
- Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan Institute for Criminal 
Justice Reform www.icjr.or.id 
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- Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pembebasan 
bersyarat dikenal dengan istilah pelepasan bersyarat. Pasal 15 ayat (1) 
KUHP mengatur syarat-syarat terpidana mendapatkan pembebasan 
bersyarat, antara lain: 
- Telah menjalankan 2/3 (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara 
yang dijatuhkan kepadanya 
- Masa pidana tersebut sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan 
- Jika terpidana tersebut menjalani beberapa pidana berturut-turut, 
pidana itu dianggap sebagai satu pidana.  
Di dalam KUHP telah diatur syarat-syarat secara umum yang 
dibebankan kepada narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat 
yaitu bahwa terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana selama masa 
percobaannya itu.
45
 Namun hal ini tidak menutupi apabila terdapat syarat-
syarat khusus. Syarat-syarat khusus dapat diberikan dengan batasan tidak 
mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik. Contoh 
syarat khusus yang harus dipenuhi adalah wajib lapor tepidana ke 
Kejaksaan secara berkala hingga masa percobaan berakhir. Syarat-syarat 
yang dibebankan ini memperjelas bahwa narapidana yang mendapatkan 
pelepasan bersyarat tidak sepenuhnya bebas, melainkan masih tetap 
berstatus narapidana dan tetap menjalankan pembinaan.  
                                                             
45 Masruchin Ruba’i, Op.Cit, hlm 150 
45 
 
Hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 
14 Ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan yang berbunyi: Narapidana berhak mendapatkan 
pembebasan bersyarat. Pembebasan besyarat atau disebut juga pelepasan 
bersyarat ini tidak imperatif atau otomatis. Dikatakan “dapat” diberikan 
pembebasan bersyarat.
46
 Dalam ketentuan ini kata “dapat” menunjukkan 
bahwa pembebasan bersyarat mungkin saja tidak diberikan terhadap 
narapidana.  
Sesuai dengan pengertian pembebasan bersyarat dalam penjelasan 
Pasal 14 Ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, 
pembebasan bersyarat dapat diberikan apabila narapidana tersebut telah 
menjalankan sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan 
ketentuan dua pertiga itu tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. 
Ketentuan mengenai syarat-syarat pembebasan bersyarat diatur 
lebih lanjut dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 
32 Tahun 1999 antara lain:
47
 
(1) “Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak 
Sipil, mempunyai hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. 
(2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi 
narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidaa setidak-
tidaknya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 
                                                             
46 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya, Sofmedia, 
Jakarta, 2012, hlm 286. 
47 Pasal 43 PP No. 32 Tahun 1999 
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(dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (smbilan) 
bulan. 
(3) Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah 
menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.” 
Pemberian pembebasan bersyarat tidak membuat narapidana serta-
merta bebas, menurut pasal 45 PP No. 32 Tahun 1999 narapidana yang 
mendapat pembebasan bersyarat tetap harus mengikuti bimbingan yang 
dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).  
PP No.32 Tahun 1999  mengalami perubahan melalui Peraturan 
Pemerintah No. 28 Tahun 2006. Di dalam peraturan pemerintah ini diatur 
syarat dan tata cara dalam melaksakan hak warga binaan pemasyarakatan. 
Perubahan ini diadakan karena hak-hak narapidana seperti pemberian 
remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat perlu 
ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan perkembangan hukum dan 
memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat. Pemerintah lebih 
memperketat syarat-syarat pembebasan bersyarat dalam Pasal 43 PP No. 
28 Tahun 2006 sebagai berikut : 
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(1) Setiap Narapidana dan setiap Anak Didik Pemasyarakatan kecuali 
Anak Sipil, mempunyai hak untuk mendapatkan pembebasan 
bersyarat. 
(2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
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a. Narapidana tersebut telah memenuhi masa pidana yang 
sekurang-kurangmya 2/3 (dua per tiga) dimana 2/3 (dua per tiga) 
masa pidana tersebut tidaklah kurang dari 09 (sembilan) bulan; 
dan  
b. Berkelakukan baik selama menjalani masa pidananya sekurang-
kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 
2/3 (dua per tiga) masa pidana. 
(3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah 
menjalani pembinaan sekurang-kurangmya 1 (satu) tahun 
(4) Untuk narapidana yang dipidana karena korupsi, narkotika dan 
psikotropika, terorism, kejahatan terhadap keamanan negara dan 
kejahatan HAM yang berat, dan kejahatan transnasional 
terorganisasi lainnya, mendapatkan Pembebasan Bersyarat oleh 
Menteri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. Telah menjalani masa pidana sekurangnya 2/3 (dua per tiga), 
dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak 
kurang dari 9 (sembilan) bulan; 
b. Berkelakuan baik selama menjalankan masa pidana sekurang-
kurangnya sembilan bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 
(dua per tiga) masa pidana; dan 




(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib 
memperhatikan ketertiban umum, kepentingan keamanan,  dan rasa 
keadilan di masyarakat. 
(6) Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 
(7) Pembebasan Bersyarat yang diberikan dapat dicabut jika 
Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan 
Pembebasan Bersyarat.  
Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk narapidana tindak pidana 
korupsi dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya memiliki 
beberapa syarat tambahan lagi karena tindak pidana tersebut 
mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat dan 
Pemerintah juga berpendapat bahwa kejahatan-kejahatan tersebut 
merupakan kejahatan luar biasa yang serius dan mempunyai dampak yang 
sangat meluas 
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 mengalami perubahan 
yaitu melalui Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012. Pada PP No. 99 
Tahun 2012 semakin memperketat syarat-syarat pemberian hak-hak 
narapidana termasuk pemberian pembebasan bersyarat untuk narapidana 
tindak pidana khusus yang termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi.  
Adapun syarat-syarat tersebut perlu mengalami perubahan dengan 
alasan menimbang sebagai berikut: 
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1. Tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya merupakan 
kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara 
ataupun bagi masyarakat atau korban yang banyak atau membuat 
terjadinya kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada 
masyarakat 
2. Untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat 
3. Syarat-syarat yang diatur sebelumnya di dalam PP No. 32 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dalam PP No. 28 Tahun 2006 masih tidak 
mencerminkan sepenuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan 
rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini sehingga perlu 
diubah.  
Peraturan mengenai Pembebasan Bersyarat dalam PP No. 99 
Tahun 2012 diatur dalam Pasal 43, Pasal 43A, dan Pasal 43B.  
Pasal 43 Ayat (2) 




a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) 
dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling 
sedikit 9 (sembilan) bulan; 
b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 
9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua 
per tiga) masa pidana; 
c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan 
bersemangat; dan 
d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan 
Narapidana. 
 
                                                             
49 Pasal 43 Ayat (2) PP No. 99 Tahun 2012  
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Selain syarat-syarat umum tersebut diatas, narapidana tindak pidana 
korupsi harus memenuhi beberapa persyaratan khusus untuk dapat 
memperoleh pembebasan bersyarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43A 
ayat (1), yaitu: 
1. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu 
menyelesaikan perkara dari tindak pidana yang dilakukan narapidana 
tersebut. Kesediaan untuk bekerjasama ini harus berdasarkan pernyataan 
secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
2. Telah menjalani sekurang-kurangnya dua per tiga masa pidana, dengan 
ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) 
bulan. 
3. Telah menjalani asimilasi paling sedikit satu per dua dari sisa masa pidana 
yang wajib dijalani. 
Pembebasan Bersyarat nantinya akan diberikan oleh Menteri setelah 
mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Pasal 43B 
Ayat (1) PP No. 99 Tahun 2012). Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebelum 
memberikan hak narapidana ini harus meminta rekomendasi dari instansi 
terkait terlebih dahulu. Pada tindak pidana korupsi Direktur Jenderal 
Pemasyarakatan wajib meminta rekomendasi kepada:  
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia,  
2. Kejaksaan Agung, dan/atau  
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3. Komisi Pemberantasan Korupsi.  (Pasal 43B Ayat (3) PP No. 99 
Tahun 2012) 
Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga pemberantasan 
tindak pidana korupsi yang dibentuk melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada masa rezim orde baru 
berkuasa mekanisme kerja lembaga penegak hukum konvensional tersebut 
tidak lepas dari control eksekutif dan pada masa transisi ini eksistensi 
lembaga konvensional penegak hukum tersebut mengalami krisis legitimasi.
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Komisi Pemberantasan Korupsi hadir sebagai suatu lembaga yang bersifat 
independen dan tidak tunduk terhadap pengaruh kekuasaan manapun, 
sehingga dapat melaksanakan fungsi untuk memberantas korupsi yang sering 
kali terjadi di kalangan pemerintah.  
Rekomendasi ini diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 12 (dua 
belas) hari sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal 
Pemasyarakatan. Rekomendasi yang diberikan oleh instasi tersebut adalah 
terkait dengan layak atau tidaknya narapidana tindak pidana korupsi itu 
diberikan pembebasan bersyarat.  
Memperketat syarat pemberian pembebasan bersyarat untuk 
narapidana tindak pidana korupsi menjadi salah satu cara pemerintah untuk 
memberantas korupsi. Namun, di tengah usaha untuk memberantas korupsi 
terdapat pro dan kontra terkait dengan munculnya syarat-syarat dalam 
Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tersebut. Seiring dengan munculnya 
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 George Junus Aditjondro, Korupsi Kepresidenan di Masa Orde Baru, dalam Mencari 
Uang Rakyat 16 Kajian Korupsi di Indonesia Buku I,  Yayasan Aksara, Yogyakarta,  2002, hlm. 35.   
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PP No. 99 Tahun 2012 muncul pula sejumlah aksi kerusuhan oleh narapidana 
di beberapa Lembaga Pemasyarakatan. Aksi tersebut dilakukan oleh para 
narapidana karena merasa terdiskrimasi dengan adanya peraturan pemerintah 
tersebut.  
Penolakan PP No. 99 Tahun 2012 juga datang dari para narapidana 
korupsi yang mengajukan uji materil atas peraturan pemerintah tersebut ke 
Mahkamah Agung. Mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza 
Mahendra mengatakan gugatan uji materi Peraturan Pemerintah No 99 tahun 
2012 ke Mahkamah Agung karena bertentangan dengan UU Pemasyarakatan. 
Yusril Ihza Mahendra mengajukan judicial review pada tanggal 13 Juni 2013. 
Gugatan ini diajukan karena PP No. 99 Tahun 2012 bertentangan dengan UU 
Pemasyarakatan. Menurutnya apabila pemerintah ingin mengeluarkan 
peraturan seperti PP No. 99 Tahun 2012 pemerintah harus mengajukan 
amandemen UU Pemasyarakatan untuk minta persetujuan DPR.
51
  Pendapat 
menentang keberadaan PP No. 99 Tahun 2012 juga dinyatakan oleh Wakil 
Ketua Komisi III Al Muzzammil Yusuf. Muzzammil menyatakan 
pemberlakuan dan penerapan PP 99 Tahun 2012 tidak sesuai dengan Pasal 
28I UUD 1945 karena telah bersikap diskriminatif selain itu kondisi lembaga 
pemasyarakatan yang over capacity ditambah dengan berlakunya PP No. 99 
                                                             
51 Edward Panggabean, Yusril: PP No. 99 Tahun 2012 Bertentangan dengan UU 
Pemasyarakatan (online),  http://m.liputan6.com/news/read/638070/yusril-pp-992012-diuji-




Tahun 2012 dapat menimbulkan kemarahan para narapidana yang nantinya 
dapat menjadi bom waktu bagi LAPAS tersebut. 
52
  
Diberlakukannya PP No. 99 Tahun 2012 juga mendapat dukungan 
dari banyak pihak. Salah satu lembaga anti korupsi di Indonesia yaitu 
Indonesia Coruption Watch (ICW) menegaskan PP No. 99 Tahun 2012 harus 
tetap dipertahankan untuk memberikan hukum yang berat kepada narapidana 
khusus seperti kasus korupsi dan PP No.99 Tahun 2012 merupakan salah satu 
upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ketua Komite I DPD RI 
Alirman Sori, menyatakan bahwa PP No. 99 Tahun 2012 sudah tepat untuk 
membuat jera para koruptor dan pelaku kejahatan luar biasa lainnya. 
Pencabutan PP No.99 Tahun 2012 bukanlah cara untuk mengurangi 
kerusuhan yang terjadi di berbagai LAPAS melainkan dapat menyebabkan 
semakin merajalelanya koruptor.   
Adanya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 seperti memberikan 
perlakuan yang berbeda kepada narapidana tindak pidana khusus seperti 
korupsi, narkotika, terorisme dan tindak pidana transnasional lainnya. Padahal 
pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah 
menjamin bahwa setiap narapidana berhak untuk mendapatkan pembebasan 
bersyarat, seperti yang dikatakan dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa “setiap 
narapidana berhak”. Konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945 juga 
menjamin bahwa tidak boleh ada perlakuan diskriminatif, sebagaimana yang 
disebutkan dalam Pasal 28I Ayat 2 UUD 1945:  
                                                             
52 PP 99 Tahun 2012 Diminta Direvisi (online) 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52185f77d03d7/pp-99-tahun-2012-diminta-direvisi 
(diakses pada tanggal 14 Januari 2015) 
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“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 
 
Narapidana tindak pidana korupsi yang ingin mendapatkan 
pembebasan bersyarat selain harus memenuhi syarat-syarat umum  juga harus 
memenuhi syarat khusus yaitu sudah menjadi justice collaborator dan 
mendapatkan surat rekomendasi Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan 
pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung 
dan/ atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Syarat-syarat ini seolah 
menghambat narapidana tindak pidana korupsi yang ingin mendapatkan 
pembebasan bersyarat. Namun, tindak pidana korupsi merupakan tindak 
pidana yang merugikan negara dan masyarakat.  
Kerugian akibat tindak pidana korupsi bukan hanya dari segi materiil 
(keuangan) namun juga imateriil yaitu menyerang moral bangsa. Hal ini 
tersirat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pemulihan kerugian keuangan 
atau perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi tidak menghapuskan 
dipidananya pelaku tindak pidana. Maka bukan hanya keuangan negara saja 
yang harus dilindungi dari tindak pidana korupsi melainkan juga integritas 
pejabat yang berwenang atau pemerintah yang harus dilindungi dari tindak 
pidana korupsi. Pemerintah yang seharusnya menjadi alat agar suatu negara 
mencapai tujuan negara tersebut, jika moralnya sudah dirusak karena korupsi 
justru dapat membawa negara menjadi hancur nantinya. Sehingga keberadaan 
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PP No. 99 Tahun 2012 sudah tepat sebagai salah satu upaya pemberantasan 
korupsi dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi.  
Peraturan mengenai persyaratan khusus pembebasan bersyarat yang 
harus dipenuhi oleh narapidana tindak pidana korupsi memang tidak diatur 
dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini 
dikarenakan Undang-Undang Pemasyarakatan sudah dibuat sejak 1995 
dimana saat itu tingginya tindak pidana korupsi tidak seperti saat ini sehingga 
wajar apabila belum mengatur tentang persyaratan khusus tersebut, maka dari 
itu seharusnya pemerintah segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang 
Pemasyarakatan agar lebih sesuai dengan keadaan negara Indonesia saat ini. 
Sehingga persyaratan khusus yang terdapat dalam Pasal 43A dan 43B PP No. 
99 Tahun 2012 diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.  
Adanya persyaratan khusus terhadap narapidana tindak pidana korupsi 
bukanlah untuk mendiskriminasi narapidana tindak pidana korupsi. Hal ini 
dimaksudkan karena sesuai dengan konsideran menimbang dalam PP No. 99 
Tahun 2012, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mempunyai akibat 
yang begitu besar terhadap negara dan berdampak luas. Tindak pidana 
korupsi adalah permasalahan terbesar negara Indonesia yang mungkin tidak 
akan pernah ada habisnya. Tidak dapat disangkal bahwa Indonesia masuk 
dalam urutan negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Berbagai 
upaya telah dilakukan untuk memerangi korupsi, tetapi terkesan jalan di 
tempat. 
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 Sehingga melalui syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat 
terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang diperketat dalam PP No. 99 
                                                             
53 O.C Kaligis, Praktik Tebang Pilih Perkara Korupsi, Alumni, Bandung, 2008, hlm 3. 
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Tahun 2012 bermaksud untuk mencegah agar narapidana tindak korupsi tidak 
mudah untuk bebas begitu saja.  
Penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi juga sangat berbeda 
daripada tindak pidana lainnya, hal ini merupakan konsekuensi logis dari 
predikat tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime.
54
 Jadi wajar 
apabila terdapat pengetatan syarat terhadap pembebasan bersyarat untuk 
narapidana tindak pidana korupsi. Selain itu dengan adanya syarat khusus 
seperti harus menjadi justice collaborator juga dapat mempermudah dalam 
penanggulangan tindak pidana korupsi, karena ada bantuan dari saksi pelaku.  
Fungsi dari Peraturan Perundang-undangan adalah untuk memenuhi 
kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
yang senantiasa berkembang
55
. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 
telah memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara yang senantiasa berkembang sehingga menjadi 
sarana untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat terutama dalam 
mengatasi tingginya angka tindak pidana korupsi di Indonesia.  
  
                                                             
54 Jurnal Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) oleh TriAndrisman hlm 1  
55 Aziz Syamsudin, op cit, hlm. 19. 
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B. Dasar Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Siti 
Hartati Murdaya Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang 
Tidak Memenuhi Persyaratan Khusus. 
 
1. Proses Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana 
Korupsi an. Siti Hartati Murdaya. 
 
Siti Hartati Murdaya narapidana tindak pidana korupsi ditahan di 
Rumah Tahan (RUTAN) Kelas II A Jakarta Timur sejak tanggal 12 
September 2012. Yang bersangkutan divonis pada tanggal 24 April 2013 
dengan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan penjara dan pidana denda 
sebesar Rp 150.000.000,00 dengan subsider pidana kurungan selama 3 
bulan penjara. Hartati dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang 
(UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 juncto 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 
Majelis hakim menyatakan Hartati terbukti melakukan tindak pidana 
karena Hartati memberikan uang sebesar Rp 3.000.000.000,00 kepada 
Bupati Buol Amran Abdullah Batalipu terkait dengan pengurusan Hak 
Guna Usaha lahan perkebunan sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. 
Dalam memutuskan perkara ini, majelis hakim juga 
mempertimbangkan hal-hal yang dianggap memperingan hukuman Siti 
Hartati Murdaya. Hakim menilai Hartati Murdaya telah ikut berjasa dalam 
membangun perekonomian di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dan telah 
berperilaku sopan selama proses hukum berlangsung. Sementara itu 
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terdapat faktor yang memberatkan yaitu perbuatan Siti Hartati Murdaya 
dianggap telah merusaki tatanan birokrasi pemerintahan yang bersih dan 
anti korupsi.  
Siti Hartati Murdaya juga sudah pernah melakukan upaya hukum 
banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, namun putusan majelis hakim 
banding yang terdiri dari Ahmad Sobari sebagai ketua dengan hakim 
anggota M Hattab, HM As'adi Al Ma'ruf, Sudiro dan Amiek 
Sumindriyatmi tetap menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN 
Jakarta Pusat No.76/Pid.B/Tpk2012/PN.Jkt.Pst.  
Proses usulan Pembebasan Bersyarat atas nama Siti Hartati 
Murdaya dimulai dari sidang TPP UPT dan dilanjutkan ke sidang Tim 
Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Kantor Wilayah selanjutnya diusulkan 
kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 
Pada tanggal 26 Juni 2014, TPP Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan melaksanakan sidang terhadap usulan pembebasan 
bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan mutasi narapidana. 
Diantara agenda sidang tersebut salah satunya adalah membahas usulan 
pembebasan bersyarat Siti Hartati Murdaya. 
Tahapan Pembinaan Narapidana atas nama Siti Hartati Murdaya 
sebagai berikut: 
- 1/3 masa pidana tertanggal 29 Juli 2013 
- ½ masa pidana tanggal 10 Januari 2014 
- 2/3 masa pidana tanggal 19 Juni 2014 
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- Ekpirasi tanggal 10 Mei 2015 
Pada tanggal 30 juni 2014, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
berkirim surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait rekomendasi 
hasil sidang TPP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang salah satunya 
meminta rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap usulan 
Pembebasan Bersyarat Siti Hartati Murdaya dengan nomor PAS-
PK.01.05.06-238 tertanggal 30 Juni 2014. 
Setelah melewati batas masa waktu 12 hari sejak diterimanya surat 
permohonan rekomendasi, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 
99 Pasal 43B Ayat 4, maka pada tanggal 17 Juli 2014 Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan mengajukan Nota Dinas kepada Menteri terkait 
persetujuan pemberian Pembebasan Bersyarat 
Pada tanggal 23 Juli 2014, maka Surat Keputusan Menteri Hukum 
dan HAM RI Nomor M.HH-26.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 22 Juli 
2014 tentang Pembebasan Bersyarat terkait PP No. 99 Tahun 2012 atas 
nama Siti Hartati Murdaya dikirim ke RUTAN Kelas II A  Jakarta Timur 
untuk dilaksanakan pembebasa bersyaratnya. 
Pada tanggal 12 Agustus 2014, tanggapan KPK atas permintaan 
rekomendasi Pembebasan Bersyarat Siti Hartati Murdaya melalui surat 
nomor B-4186/55/08/2014 diterima, yang menyatakan bahwa KPK tidak 
dapat mengeluarkan surat rekomendasi usulan Pembebasan Bersyarat 
narapidana tindak pidana korupsi atas nama Siti Hartati Murdaya karena 
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Tim Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mengajukan yang bersangkutan 
sebagai saksi yang berkejasama (justice collabolator). 
Pelaksanaan pembebasan bersyarat sangat berbeda dengan bebas 
lainnya yaitu klien pemasyarakatan mempunyai kewajiban tertentu selain 
harus mematuhi syarat-syarat diantaranya wajib lapor ke Balai 
Pemasyarakatan Jakarta Pusat, wajib mengikuti bimbingan yang diberikan 
oleh PK Bapas, tidak boleh berpergian ke luar negeri, wajib mematuhi tata 
tertib selama menjadi Klien Pemasyarakatan terhitung sejka menjalani 
Pembebasan Bersyarat ditambah 1 tahun masa percobaan (masa percobaan 
dihitung sejak tanggal ekspirasi yaitu 10 Mei 2015 ditambah 1 tahun 
menjadi 10 Mei 2016). Setelah pelaksanaan yang bersangkutan wajib 
melapor setiap bulan dan dimulai tanggal 4 Agustus 2014. 
Pembebasan Beryarat merupakan hak yang diberikan kepada setiap 
narapidana sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 14 Undang-Undang 
No. 12 Tahun 1995. Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada narapidana 
umum dan narapidana tindak pidana khusus didasari oleh Undang-Undang 
Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 
2006, Peraturan Pemerintah  No. 99 Tahun 2012, Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013 dan Surat Edaran Menteri Hukum 
dan HAM No. 13 Tahun 2014. 
Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan diterimanya 
Pembebasan Bersyarat Siti Hartati Murdaya adalah kondisi tingkat hunian 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rutan dalam keadaan over crowded 
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yaitu dengan kapasitas 105.000 dihuni oleh 160.658 orang yang sangat 
berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam 
Lapas dan Rutan. 
Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin, memberikan 
pernyataan bahwa Siti Hartati Murdaya mendapatkan Pembebasan 
Bersyarat selain karena sudah memenuhi persyaratan pembebasan 
bersyarat sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, juga atas 
dasar pertimbangan faktor usia yang berkaitan dengan kesehatan Hartati 




2. Analisis Syarat-Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana 
Tindak Pidana Korupsi an. Siti Hartati Murdaya. 
 
Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki kekayaan 
alam yang tidak ternilai, namun tetap saja kehidupan masyarakat di 
Indonesia belum sejahtera. Salah satu faktor penyebab ketidaksejahteraan 
rakyat Indonesia adalah adanya korupsi. Masalah korupsi bagi negara-




UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa tindak pidana 
korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan 
                                                             
56 Hasil wawancara Amir Syamsudin dalam acara berita Net 17 News pada tanggal 3 
September 2014 
57
 Teguh Sulistia & Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Jakarta, 
Rajawali Pers, hlm 192. 
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keuangan Negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial 
dan ekonomi masyarakat secara luas, maka tindak pidana korupsi 
digolongkan sebagai tindakan kejahatan luar biasa atau dikenal dengan 
istilah extraordinary crime yang pemberantasannya juga harus dilakukan 
dengan cara-cara yang luar biasa.
58
  
Korupsi di Indonesia sudah sangat menyeluruh di seluruh elemen 
bagian di lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) 
bahkan swasta. Fenomena inilah yang membuat masalah tindak pidana 
korupsi menjadi masalah yang mendapat perhatian khusus. Beberapa 
kejadian belakangan ini semakin menambah tingkat keprihatinan kita 
bersama. Salah satunya ada kasus suap Bupati Buol oleh Siti Hartati 
Murdaya.  
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang 
terdiri dari Gus Rizal (hakim ketua) dan hakim anggota yang terdiri dari 
Tati Hardiyanti, Joko Subagyo, Made Hendra, dan Slamet Subagyo 
menjatuhkan vonis 2 tahun 8 bulan penjara  disertai dengan denda sebesar 
Rp 150 juta subsider kurungan 3 bulan penjara kepada Siti Hartati 
Murdaya. Siti Hartati terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi 
sebagai perbuataan berlanjut. Sebagaimana, dalam dakwaan pertama, 
melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) Jo 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  
                                                             
58 Konsideran menimbang UU No. 20 Tahun 2001 
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Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Siti Hartati Murdaya 
termasuk dalam tipe tindak pidana korupsi penyuapan yaitu menyuap 
pegawai negeri. Isi dari Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU Tipikor adalah  
“(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda 
paling sedikit Rp 50juta dan paling banyak Rp 250juta setiap 
orang yang: 
a. Memberi atau menjajikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau 
Penyelenggara Negara dengan mksud supaya Pegawai Negeri 
atau Penyelenggara Negara tersebut berbuata atau tidak 
berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan 
kewajibannya” 
Jika diteliti ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat 
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, ditemui beberapa unsur sebagai berikut : 
A. Setiap orang  
B. Memberi atau menjanjikan sesuatu 
C. 1. Pegawai negeri  
2. Penyelenggara Negara 
D. Unsur dengan maksud agar Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara 
tersebut berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, 
yang bertentangan dengan kewajibannya 
Pengertian setiap orang dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (3) UU 
Tipikor yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk 
korporasi. Dalam kasus suap Buol ini yang dimaksud dengan setiap orang 
adalah:  
- Nama   : Siti Hartati Tjakra Murdaya alias Cho Li Ing 
- Tempat lahir   : Jakarta 
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- Umur atau tanggal lahir : 67 tahun /29 Agustus 1946 
- Jenis Kelamin  : Perempuan 
- Agama   : Buddha 
- Pekerjaan  : Direktur utama di PT Hardaya Inti Plantation dan 
PT Cipta Cakra Murdaya (CCM). 
Unsur “memberikan sesuatu” atau “menjanjikan sesuatu” dalam 
Pasal 5 ayat (1) huruf a tersebut dapat dilakukan baik oleh pelaku tindak 
pidana korupsi sendiri maupun oleh pihak ketiga demi kepentingan pelaku 
tindak pidana korupsi.
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 “Sesuatu” yang dimaksud bisa berupa benda 
berwujud atau tidak berwujud. Siti Hartati Murdaya terbukti telah memuhi 
unsur ini karena telah memberikan uang sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 
Pemberian suap dilakukan dalam dua tahapan, yakni tanggal 18 
Juni 2012 anak buah Hartati, Arim dan Yani Anshori memberikan uang 
sebesar Rp 1 miliar dan tanggal 26 Juni melalui Gond Sudjono dan Yani 
memberikan uang sebanyak Rp 2 miliar . Anak buah Siti Hartati Murdaya 
Yani dan Gondo juga sudah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor. 
Menurut majelis hakim pemberian suap tersebut terbukti ketika Hartati 
bertemu Amran Batalipu di lobby Hotel Grand Hyatt pada tanggal 11 Juni 
2012. Pada pertemuannya tersebut, Hartati dibantu dua karyawannya 
meminta diberi rekomendasi untuk Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna 
Usaha (HGU) pada Amran. 
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 R. Wiyono, Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, 
Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.58 
65 
 
Unsur selanjutnya adalah “pegawai negeri” atau “penyelenggara 
negara”. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU Tipikor, menyebutkan yang dimaksud 
Pegawai Negeri adalah meliputi: 
a. Pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang 
Kepegawaian 
b. Pegawai negeri seperti yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana 
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah 
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang 
mendapatkan bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau 
e. Orang yang menerima gajji atau upah dari korporasi lain yang 
menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. 
Pengertian Penyelenggara Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
Undang-Undang 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, yaitu 
pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif 
dan pejabat lain yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan 
penyelenggaraan negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Penyelenggara Negara meliputi:
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1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara  
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara 
3. Menteri 
                                                             





6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku 
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis berkaitan dengan 
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
Unsur ini telah terpenuhi, karena Amran Batalipu merupakan Bupati 
Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Adapun Bupati termasuk dalam 
penyelenggara negara. Penjelasan Pasal 2 angka 6 UU No. 28 Tahun 1999 
menyebutkan Bupati/Walikotamadya termasuk dalam kategori Pejabat Negara 
lainnya termasuk juga Kepala Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar 
negeri seperti  Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur. 
Unsur “dengan maksud agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara 
Negara tersebut berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang 
bertentangan dengan kewajibannya” di dalam hukum pidana disebut dengan 
“bijkomend oogmerk” atau “maksud selanjutnya” yang tidak perlu telah 
tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana.
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Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dapat dipidana karena melakukan 
tindak pidana korupsi apabila : 
1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara  tersebut berbuat  dalam 
jabatannya perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya atau  
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2. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara  tersebut tidak berbuat  
dalam jabatannya perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya. 
Dalam kasus ini Siti Hartati Murdaya menyuap Bupati Buol, Amran 
Batalipu, agar PT HIP mendapatkan surat rekomendasi Izin Usaha Perkebunan 
yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, serta surat rekomendasi 
kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional terkait dengan Hak Guna Usaha 
atas lahan seluas 4.500 hektar milik PT CCM/PT HIP. Padahal Amran 
Batalipu mengetahi bahwa pembuatan surat rekomendasi itu bukanlah 
kewajibannya atau bertentangan dengan kewajibannya sebagai Bupati Buol.  
Siti Hartati Murdaya juga sudah pernah mengajukan upaya hukum 
banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, namun Pengadilan Tinggi DKI 
Jakarta menguatkan putusan sebelumnya yaitu putusan Pengadilan Tipikor 
Jakarta terhadap Siti Hartati Murdaya.
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 Menurut Ketua Majelis Hakim, A 
Sobar, dalam memori banding yang diajukan penuntut umum dan penasehat 
hukum terdakwa tidak terdapat fakta hukum baru tetapi hanya bersifat 
pengulangan yang telah dipertimbangkan majelis hakim ditingkat pertama 
dengan tepat dan benar, maka menurut Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat (Tipikor) yang dimintakan banding tersebut dapat 
dipertahankan atau dikuatkan dan Siti Hartati Murdaya tetap dalam tahanan.
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Pemberian pembebasan atau pelepasan bersyarat adalah salah satu dari 
hak-hak narapidana.
64
 Sekalipun menjadi hak dari setiap narapidana, 
pembebasan bersyarat ini bersifat tidak imperatif atau otomatis.
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 Kata “dapat” 
diberikan pembebasan bersyarat berarti menunjukan bahwa pembebasan 
bersyarat ini belum tentu langsung dapat diberikan kepada narapidana. 
Keputusan pemberian pembebasan bersyarat diberikan oleh Menteri Hukum 
dan HAM. Namun sebelum mengeluarkan keputusan pembebasan bersyarat, 
Menteri Hukum dan HAM harus memperhatikan pendapat penuntut umum 
dan tentu juga pejabat lembaga pemasyarakatan.
66
  
Pembebasan bersyarat merupakan hak asasi dari setiap narapidana 
maka pemberiannya harus segera dilaksanakan apabila telah memenuhi 
ketentuan. Pemberian pembebasan bersyarat merupakan kewenangan Menteri 
Hukum dan HAM. Namun, sebelum memutuskan untuk memberikan hak 
pembebasan bersyarat kepada narapidana, Menteri Hukum dan HAM harus 
memperhatikan usulan Kepala LAPAS dan apakah narapidana tersebut telah 
memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.  
Dasar pertimbangan pemberian pembebasan bersyarat kepada Siti 
Hartati Murdaya adalah sebagai berikut: 
 Narapidana atas nama Siti Hartati Murdaya telah melalui 2/3 masa pidana 
penjaranya 
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 Narapidana atas nama Siti Hartati Murdaya telah membayarkan pidana 
denda 
 Pembebasan Bersyarat merupakan hak yang diberikan kepada narapidana 
sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 14 Undang-Undang No. 12 
Tahun 1995.  
 Kondisi tingkat hunian Lapas dan Rutan dalam keadaan over crowded 
yaitu dengan kapasitas 105.000 dihuni oleh 168.658 orang yang sangat 
berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertibab di dalam 
Lapas dan Rutan. 
Syarat pemberian pembebasan yang pertama adalah “narapidana harus 
sudah menjalani paling sedikit dua pertiga dari masa pidananya dengan 
ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) 
bulan”.  
Mengenai jangka waktu terdapat 3 (tiga) cara penghitungan kapan saat 
pemberian pembebasan bersyarat kepada seorang narapidana yang telah 
memenuhi syarat sebagai berikut:
67
 
a. Pelaksanaan PB = 2/3 x (hukuman – masa tahanan – remisi)  
Catatan: mulai menjalani pidana dihitung sejak eksekusi. 
b. Pelaksanaan PB = 2/3 x (hukuman – remisi) 
Catatan: mulai menjalani pidana dihitung sejak tahanan, dengan catatan 
masa tahanan tidak terputus.   
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c. Pelaksanaan PB = (2/3 x hukuman) – remisi 
Catatan: mulai menjalani pidana dihitung sehak tahanan. Perhitungan ini 
diusulkan oleh narapidana. 
Dari ketiga metode diatas, cara C (pelaksanaan PB = (2/3 x hukuman) 
– remisi) mempunyai kesesuaian dengan paradigma yang dianut oleh sistem 
pemasyarakatan yaitu dalam rangka reintegrasi sosial. Keuntungan lain dari 
cara ini adalah dapat mengurangi gejala kelebihan kapasitas di Lapas atau 




Penghitungan dengan metode seperti tersebut diatas juga diatur dalam 
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013. Penghitungan 
menjalani masa pidana dihitung sejak Narapidana tersebut ditahan. Selain itu 
untuk Pasal 92 ayat (1) juga mengatur cara penghitungan 2/3 (dua per tiga) 
masa pidana yaitu 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana dikurangi dengan 
Remisi dan dihitung sejak tanggal penahanan narapidana tersebut. 
Narapidana Siti Hartati Murdaya telah menjalankan tahapan 
pembinaan sebagai berikut: 
 1/3 (satu per tiga) masa pidana : tanggal 29 Juli 2013 
 ½ (satu per dua) masa pidana : tanggal 10 Januari 2014 
 2/3 (dua per tiga) masa pidana : tanggal 19 Juni 2014 
 Ekspirasi: tanggal 10 Mei 2015 
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Penghitungan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dihitung 
mulai dari narapidana itu ditahan. Narapidana Siti Hartati Murdaya telah 
ditahan sejak tanggal 13 September 2012 di RUTAN Kelas IIA Jakarta Timur. 
Jika dihitung mulai dari penahanan tersebut, Siti Hartati Murdaya sudah 
menjalani 2/3 masa pidananya pada bulan Juni 2014. Selain itu Siti Hartati 
Murdaya juga sudah membayar denda sebesar Rp 150.000.000,00 sehingga 
pidana dendanya sudah terpenuhi. 
Setelah syarat mengenai masa pidana yang sudah dijalankan, hal lain 
yang menjadi pertimbangan atas pemberian pembebasan bersyarat Siti Hartati 
Murdaya adalah pembebasan bersyarat merupakan hak dari narapidana. Hal 
ini memang sudah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan. Pemberian hak ini tentunya setelah narapidana 
tersebut memenuhi seluruh persyaratan untuk mendapatkan pembebasan 
bersyarat. 
Pemberian pembebasan bersyarat ini juga dengan mempertimbangkan 
keadaan kelebihan kapasitas dalam Lapas dan Rutan. Lembaga 
Pemasyarakatan ialah suatu lembaga yang dahulu dikenal dengan istilah 
rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana 
dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana 
mereka.
69
 Menurut hukum positif di Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan 
(LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan 
Anak Didik Pemasyarakatan.
70
 Di Indonesia LAPAS juga sering mendapatkan 
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tahanan titipan karena kekurangan jumlah Rumah Tahanan Negara (RUTAN). 
Padahal seharusnya RUTAN menjadi tempat untuk penahanan atau penahanan 
lanjutan untuk tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses peradilan. 
Ditempatkannya para tahanan tersebut ke dalam LAPAS tentu semakin 
membuat LAPAS dalam keadaan kelebihan kapasitas.  
Over capacity juga disebabkan karena tidak seimbangnya antara 
perbandingan jumlah narapidana yang masuk (input) dan yang keluar 
(output).
71
 Semakin tinggi angka terjadinya tindak pidana di Indonesia 
semakin menambah keadaan kelebihan kapasitas di LAPAS. Over capacity 
inilah yang akan berimplikasi negatif terhadap beberapa hal antara lain 
rendahnya tingkat pengamanan/pengawasan. Pengamanan yang rendah dapat 
memicu berbagai masalah antara lain kaburnya narapidana, terjadinya 




Maka dari itu, kondisi tingkat hunian LAPAS dan RUTAN yang saat 
itu dengan kapasitas 105.000 dihuni oleh 160.658 orang yang telah masuk 
dalam kategori over crowded menjadi salah satu dasar pertimbangan 
pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana Hartati Murdaya. 
Pada wawancara untuk acara berita Net 17 News pada tanggal 3 
September  2014, Amir Syamsudin yang saat itu menjabat sebagai Menteri 
Hukum dan HAM juga menyatakan bahwa alasan usia atau kesehatan juga 
                                                             
71 Angkasa, Over Capacity Narapidan di LAPAS, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, 
serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 
10,  2010, hlm 214. 
72 Angkasa, Op.Cit,  hlm 215 
73 
 
menjadi salah satu dasar pertimbangan pemberian pembebasan bersyarat Siti 
Hartati Murdaya.
73
 Menurut Dirjen Pemasyarakatan, Handoyo Sudrajat 
pertimbangan kemanusiaan ini ada karena apabila narapidana tersebut harus 
melakukan pemeriksaan kesehatan setiap seminggu tiga kali, hal itu menjadi 
beban untuk pihaknya karena setiap kali melakukan pemeriksaan kesehatan 
narapidana harus mendapatkan pengawalan.
74
 Dalam dasar pertimbangan 
pemberian pembebasan bersyarat kepada Hartati Murdaya jika dengan alasan 
faktor kemanusiaan seharusnya diperjelas hal-hal apa saja yang dapat 
memenuhi faktor kemanusiaan ini dan penjelasan faktor kemanusiaan itu 
seharusnya juga dipublikasikan kepada masyarakat agar masyarakat juga turut 
mengetahuinya. 
Faktor kemanusiaan dapat menjadi dasar pertimbangan pemberian hak 
narapidana lain yaitu remisi . Faktor ini dapat menjadi pertimbangan 
pemberian remisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34C ayat (2) PP No. 
99 Tahun 2012, yang berbunyi: 
“Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
narapidana yang: 
a. Dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun 
b. Berusia diatas 70 (tujuh puluh) tahun atau 
c. Menderita sakit berkepanjangan” 
Remisi inilah yang sering disebut dengan remisi lanjut usia (lansia) 
atau remisi sakit berkepanjangan. Tentunya dalam pemberian hak ini Menteri 
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harus tetap memperhatikan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan 
masyarakat.  
Pemberian hak narapidana untuk kepentingan kemanusiaan dalam 
bentuk remisi juga diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM 
No. 21 Tahun 2013. Pemberian remisi dilakukan terhadap: 
1. Narapidana yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 tahun 
2. Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun. 
Dalam hal ini narapidana harus memberikan bukti surat akta 
kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang sudah dilegalisir 
oleh instansi yang berwenang. Remisi ini diberikan pada hari 
Lanjut Usia Nasional 
3. Menderita sakit berkepanjangan. 
Dalam hal ini narapidana harus menyertakan surat keterangan 
dokter yang menyatakan: 
a. Penyakit yang diderita sulit untuk disembuhkan 
b. Penyakit yang diderita mengancam jiwa atau nyawa 
c. Selalu mendapatkan perawatan ahli atau dokter sepanjang 
hidup. 
Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara pasti bahwa 
alasan kesehatan dapat menjadi dasar diberikannya pembebasan bersyarat. Di 
dalam Permenkum HAM No 21 Tahun 2013 juga tidak menyebutkan bahwa 
faktor kemanusiaan yang dipakai dalam pemberian remisi juga dapat 
diterapkan untuk pemberian pembebasan bersyarat. Jika faktor kemanusiaan 
75 
 
dijadikan suatu dasar pertimbangan maka diperlukan batasan-batasan yang 
tepat untuk memenuhi faktor kemanusiaan tersebut.  
Alasan kesehatan pernah dipakai sebagai pertimbangan dalam 
pemberian hak narapidana lainnya yaitu berupa grasi kepada mantan bupati 
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Syaukani Hasan Rais, terpidana 
korupsi APBD 2004-2005. Syaukani mendapatkan penghapusan sisa pidana 
selama 3 tahun dari Presiden RI saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. 
Alasan pemberian grasi ini adalah keadaan Syaukani yang saat itu menderita 
penyakit stroke dan tidak bisa lagi menjalankan pidana penjara karena harus 
mendapat perawatan di rumah sakit.
75
  
 Pemberian Pembebasan Bersyarat narapidana tindak pidana khusus 
berbeda dengan narapidana tindak pidana konvensional. Narapidana tindak 
pidana khusus selain harus memenuhi syarat-syarat pembebasan bersyarat 
yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Pemasyarakatan juga harus 
memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 
2012. Berdasarkan Pasal 43A Ayat (1) PP No. 99 Tahun 2012 pembebasan 
bersyarat untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana 
khusus seperti terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, 
korupsi, kejahatan yang menyerang keamanan negara dan kejahatan HAM 
berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus 
memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 43 Ayat (2) PP No. 99 Tahun 2012.  
                                                             
75 Daniel H.T, Keganjilan Dibalik Grasi Syaukani (online) , 
http://hukum.kompasiana.com/2010/08/28/keganjilan-di-balik-grasi-syaukani-241826.html 
(diakses pada tanggal 28 Februari 2015) 
76 
 
Persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh narapidana tindak pidana 
korupsi adalah bersedia melakukan kerja sama dengan penegak hukum untuk 
membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
76
 Syarat ini 
juga dikenal dengan istilah justice collaborator. Awalnya mengenai justice 
collaborator telah lebih dulu diatur dalam United Nation Convention Against 
Corruption yaitu dalam Article 37 Point 2 dan Article 37 Point 3. Indonesia 
sebagai salah satu negara yang menentang keras korupsi, sudah meratifikasi 
Konvensi Anti Korupsi ini melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006.  
Article 37:  
2. “Each State Party shall consider providing for the possibility, in 
appropriate cases, of mitigating punishment of a accused person 
who provides substantial cooperation in the investigation or 
prosecution of an offence established in accordance with this 
Convention” 
 
(“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan memberikan 
kemungkinan dalam kasus-kasus yang tertentu, mengurangi 
hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang 
substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan 
yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini.”) 
 
3. “Each State Party shall consider providing for the possibility, in 
the accordance with fundamental principles of its domestic law, of 
granting imunity from prosecution to a person who provides 
substantial cooperation in the investigation or prosecution of an 
offence established in accordance with this Convention” 
 
(“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan 
sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk 
memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang 
memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau 
penuntutan (justice collaborator) suatu tindak pidana yang 
ditetapkan berdasarkan konvensi ini”) 
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Peran justice collaborator sangat membantu untuk mengetahui otak 
pelaku yang yang lebih besar sehingga tindak pidana tersebut dapat tuntas 
dan tidak berhenti pada pelaku yang berperan minim dalam tindak pidana 
korupsi. Dalam kejahatan konvensional, peran justice collaborator sama 
halnya seperti peran saksi mahkota atau “kroon getuige”. 
77
  
Pada 20 Agustus 2011, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran 
dengan Nomor 04 Tahun 2011 untuk menghimbau kepada para Hakim agar 
memberikan perlakuan khusus antara lain meringankan pidana dan/ atau 
bentuk perlindungan lainnya kepada Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku 
Yang Bekerjasama. Namun perlakuan khusus ini tidak begitu saja diberikan. 
Di dalam butir 9 SEMA No. 04 Tahun 2011 terdapat beberapa syarat yang 
harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan Saksi Pelaku Yang 
Bekerjasama atau Justice Collaborator, antara lain: 
78
 
1. Ia bukan merupakan pelaku utama dan memberikan keterangan saksi di 
pengadilan 
2. Penuntut umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangktuan 
telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan 
dalam pengungkapan tindak pidana secara efektif dan keterlibatan pelaku-
pelaku lainnya yang berperan lebih besar dalam pengambilan aset atau 
hasil tindak pidana kepada Negara.  
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Apabila telah dinyatakan sebagai seorang Justice Collaborator, maka 
Hakim dalam dapat mempertimbangkan agar yang bersangkutan dapat: 
1. Dijatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau 
2. Dijatuhkan pidana berupa pidana penjara yang teringan dari antara 
terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. 
Berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2011 tentu Siti Hartati tidak dapat 
dikategorikan sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama atau Justice 
Collaborator.  Dalam kasus suap Bupati Buol ini, Hartati dinyatakan sebagai 
pelaku utama, karena Hartati mengambil tindakan sebagai pimpinan dari PT 
Hardaya Inti Plantation dan PT Cipta Cakra Murdaya (CCM) dan memberikan 
uang kepada Bupati Buol saat itu, Amran Batalipu, dengan maksud tertentu. 
Hal ini membuktikan bahwa Hartati adalah pelaku utama bukan pelaku yang 
berperan minim.  
Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah setiap pembebasan 
bersyarat yang diberikan Menteri kepada narapidana yang dipidana karena 
melakukan tindak pidana korupsi harus berdasarkan pertimbangan dari 
Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
79
 Dalam pertimbangannya untuk 
pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi, Direktur Jenderal 
Pemasyarakatan wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait yaitu 
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Rekomendasi ini dimintakan Diretur Jenderal Pemasyarakatan secara 
tertulis yaitu melalui surat permintaan kepada KPK. Adapun jangka waktu 
KPK untuk memberikan balasan rekomendasi kepada Direktur Jenderal 
Pemasyarakatan adalah 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan 
rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.  
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan meminta rekomendasi terkait 
dengan usulan pembebasan bersyarat Siti Hartati Murdaya kepada KPK pada 
tanggal 30 Juni 2014 melalui surat dengan nomor PAS-PK.01.05.06.238 
tertanggal 30 Juni 2014. Di tanggal 12 Agustus 2014 melalui surat dengan 
nomor B-4186/55/08/2014 KPK memberi jawaban atas surat rekomendasi 
yang diminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. KPK menyatakan bahwa 
lembaga tersebut tidak dapat memberikan rekomendasi usulan pembebasan 
bersyarat narapidana atas nama Siti Hartati Murdaya karena Tim Jasa 
Penuntut Umum KPK tidak pernah menyatakan Siti Hartati Murdaya sebagai 
saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator). 
Namun pada tanggal 23 Juli 2014 melalui Surat Keputusan yang 
dikelurkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan nomor M.HH-
26.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 pembebasan bersyarat atas 
nama Siti Hartati Murdaya diberikan. Siti Hartati Murdaya dikirim ke 
RUTAN Kelas IIA Jakarta Timur untuk dilaksanakan pembebasan 
bersyaratnya. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan 
HAM, Handoyo Sudrajat, menyatakan bahwa KPK selaku institusi tidak 
memberikan jawaban maka berdasarkan Surat Edaran Menkumham No. 
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MHH.13.PK.01.05.06-2014 yang terbit 4 Juni 2014 Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan berkewenangan untuk memproses sesuai ketentuan. 
81
 
Konsideran menimbang dari PP No. 99 Tahun 2012 menyatakan 
tujuan diperketatnya syarat pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana 
korupsi adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat karena Peraturan 
Pemerintah yang sebelumnya, PP No. 28 Tahun 2006, belum mencerminkan 
seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan dalam 
masyarakat luas. Melihat konsideran menimbang ini terlihat keseriusan 
pemerintah untuk memberantas korupsi sehingga diperlukan persyaratan 
khusus sebagai suatu cara yang luar biasa untuk mengatasi tindak pidana luar 
biasa (extraordinary crime) yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. 
Pembebasan bersyarat ini dinilai cacat hukum karena dalam 
pemberiannya dinilai mengabaikan syarat-syarat pemberian pembebasan 
bersyarat yang terdapat dalam PP No. 99 Tahun 2012. Dalam dasar 
pertimbangannya memang Siti Hartati Murdaya telah memenuhi syarat-syarat 
seorang narapidana  untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat yaitu 
berupa 2/3 masa pidana dan telah membayarkan denda namun syarat-syarat 
tersebut adalah syarat pemberian pembebasan narapidana tindak pidana biasa 
bukan tindak pidana khusus. Padahal syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 
43A dan Pasal 43B PP. No. 99 Tahun 2012 adalah syarat kumulatif yang 
harus dipenuhi bukan bersifat alernatif. Maka seharusnya narapidana tindak 
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pidana korupsi yang ingin mendapat pembebasan bersyarat harus memenuhi 
syarat-syarat baik syarat umum maupun syarat-syarat khusus tersebut.  
Syarat mendapatkan pembebasan bersyarat untuk narapidana tindak 
pidana korupsi adalah narapidana tersebut telah menjadi justice collaborator. 
Siti Hartati Murdaya tidak memenuhi kriteria untuk dinyatakan sebagai justice 
collaborator sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 04 Tahun 2011 
karena ia merupakan pelaku utama. Bahkan KPK sebagai instansi terkait juga 
tidak memberikan rekomendasi usulan pembebasan bersyarat Siti Hartati 
Murdaya karena Jaksa Penuntut Umum KPK tidak pernah menyatakan Siti 
Hartati Murdaya sebagai justice collaborator. Dengan demikian seharusnya 
syarat pemberian pembebasan bersyarat Siti Hartati Murdaya tidak terpenuhi.  
Ditengah upaya bangsa ini untuk memberantas korupsi, Kementerian 
Hukum dan HAM malah memberikan pembebasan bersyarat untuk koruptor 
yang tidak memenuhi syarat pemberian pembebasan bersyarat. Jika pemberian 
pembebasan bersyarat seperti ini dibenarkan, berarti pada prakteknya  
ketentuan yang terdapat dalam PP No. 99 Tahun 2012 tidak dilaksanakan. 
Maka tujuan PP No. 99 Tahun 2012 untuk memberikan keadilan kepada 
masyarakat tidak tercapai. 
